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Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Lahan Perkebunan  Karet 
Dan Sawit Di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas 
Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah. 
 
Penelitian ini di latar belakangi  oleh pengamatan peneliti tentang 
pelaksanaan akad sewa menyewa  di Kecamatan Batang Lubu Sutam. Adapun  
penelitian ini hasil dari wawancara penulis terhadap responden yaitu pemilik 
kebun karet dan sawit dan penyewa kebun karet dan sawit. Yang mana adanya  
ketidak seimbangan antara upah yang diterima  dengan kewajiban kerja yang 
dikerjakan, sehingga adanya keinginan penulis  untuk meneliti tentang 
pelaksanaan sewa menyewa. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan  sewa 
menyewa (Ijarah) antara pemilik lahan karet dan sawit dengan penyewa lahan 
karet dan sawit, bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem sewa pada 
pelaksanaan  akad sewa menyewa (Ijarah) di kalangan masyarakat petani dan 
sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan  
sewa menyewa ( Ijarah) antara pemilik lahan  karet dan sawit  dengan penyewa 
lahan karet dan sawit dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi 
Syaraiah terhadap sistem sewa pada pelaksanaan akad sewa menyewa Ijarah. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan  yaitu  dengan cara turun 
lapangan  langsung ke lokasi penelitian.  Populasi dari penelitian ini adalah  
sebanyak 60 orang  yang terdiri dari pemilik lahan  dan penyewa lahan  di 
kecamatan  batang lubu sutam  kabupaten padang lawas. Dalam pengambilan 
sampel  penelitian penulis menggunakan teknik random sampling dengan 
mengmbil sampel 50 % dari jumlah populasi sebagai sampel penelitian  yaitu 
terdiri dari 10 orang pemilik lahan karet dan sawit dan 20 orang penyewa lahan 
karet dan sawit. Tehnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini  terdiri dari data primer dan data 
skunder yang kemudian dianalisis  dengan metode deskriptif kualitatif yang mana 
penelitian ini yang bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan,  fenomena- 
fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. 
Adapun penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan praktek sewa 
menyewa kebun karet dan sawit  di Kecamatan Batang Lubu Sutam ini terdapat 
masalah yaitu di dalam peraktek sewa menyewa kebun karet dan sawit tersebut  
ada pihak yang dirugiakan  karena pasaran dari harga  sewa menyewanya  tidak 
menurut pasaran atau dibawah pasaran. Dilihat dari sistem bagi hasil yang 
dilakukan masyarakat  di Kecamatan Batang Lubu Sutam masih terdapat ketidak 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia secara naluri adalah 
makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan 
kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong 
merupakan watak dasar manusia, maka Allah dalam hal ini memberikan 
batasan- batasan  dalam  hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan 
dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. 
Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan 
masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai 
bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-
kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, 
diatur dalam fiqih muamalah.
1
 
Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur 
hubungan antara seseorang dengan orang lain. Contoh hukum Islam yang 
termasuk muamalah salah satunya adalah ijarah atau sewa menyewa.
2
 
Menurut pengertian hukum Islam sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis 
akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
3
 
Dalam Islam masalah upah atau gaji dikenal dengan  istilah  „ujrah’ 
yang termasuk dalam pembahasan “Ijarah”, secara bahasa adalah upah, sewa, 
                                                             
1
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat),  (Jakarta: 
PT. Grafindo Persada, 2003), hlm.1 
2
 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 201 
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 secara istilah, sebagaimana dipaparkan  oleh Rachmad 
Syafei “Ijarah” adalah  sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni 
mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga yang mendefenisikan “Ijarah” 
yakni mengambil manfaat dari barang. Oleh karena itu, ia membagi Ijarah 
kedalam dua bagian, yaitau Ijarah atas jasa, dan Ijarah atas benda.
5
 Sementara 
menurut jumhur ulama mendefenisikan bahasa “Ijarah” adalah menjual 
manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh 
karena itu, mereka melarang menyewakan  pohon untuk diambil buahnya, 
domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain 
sebagainya. 
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah (KHES) Pasal 20 (9) 
bahwa ijārah adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah 
ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.
6
 
Banyak perbedaan pendapat antar fuqaha atas dibolehknnya sewa menyewa. 
Fuqaha yang melarang sewa menyewa beralasan, bahwa dalam urusan tukar 
menukar harus terjadi penyerahan harga dengan penyerahan barang, seperti 
halnya barang-barang nyata. Sedangkan manfaat sewa menyewa pada saat 
transaksi itu tidak ada. Karena itu, sewa menyewa merupakan tindak penipuan 
dan termasuk menjual barang yang belum jadi. Tentang hal ini, bisa dikatakan 
bahwa meski tidak terdapat manfaat pada saat transaksi akad, pada dasarnya 
                                                             
4
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, ( Jakarta:  Raja Grafindo 
Persada, 2004), hlm, 227. 
5
 Rachmad Syafei, Fiqih Mu’amalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm .122. 
6
 Akhmad Mujahidin, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi 
Syari’ah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm,185. 
 3 
manfaat itu akan dapat dipenuhi.
7
 Jadi transaksi jual beli manfaat ini pada 
dasarnya dibolehkan atas keterangan Al-Qur`an, firman Allah SWT dalam 
surat Az-Zukhruf ayat 32. Ayat ini dapat ditafsirkan bahwa dari sekian banyak 
kemewahan di dunia dan mengejar keuntungan mengumpulkan harta benda, 
adalah satu hal yang lebih tinggi, yaitu rahmat kekayaan batin; itulah dia iman 
kepada Allah. Dan ayat ini meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa 
orang yang Mu‟min. Bahwa pimpinan iman kepada Allah, bukanlah soal 
hidup mewah. Kalau sekitarnya tujuan hidup telah beralih kepada kemewahan, 




Perkembangan ekonomi masyarakat belakangan ini semakin 
membuktikan relevansi Islam dengan perkembangan zaman yakni tata cara 
bermu'amalah yang telah diatur dalam Islam semakin dirasakan kebutuhannya 
oleh masyarakat. Dalam kenyataannya di kalangan masyarakat ekonomi 
bawah khususnya di pedesaan, sudah menjadi hal biasa untuk menjual lahan 
yang dimilikinya pada saat membutuhkan biaya-biaya tertentu seperti pada 
saat menikahkan anak- anak, pada saat acara syukuran, menyekolahkan dan 
sebagainya. Biasanya pada momen-momen tersebut menjual lahan sendiri 
merupakan jalan pintas yang paling sering dilakukan. Akibat masyarakat terus 
menjual lahan miliknya kepada orang bermodal lama kelamaan jumlah 
masyarakat yang kehilangan sumber mata pencaharian semakin banyak. 
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 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid 3 (Jakarta: Pustaka 
Amani, 2007), hlm. 63. 
8
 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985),hlm 66. 
 4 
Pembeli lahan akhir-akhir ini bukan saja dari masyarakat tempatan 
melainkan masyarakat yang tinggal di perkampungan lain atau di kota yang 
menjadikan lahan sebagai investasi. Di antara pembeli lahan terkadang ada 
yang sama sekali tidak mungkin mengelola sendiri karena tempat tinggalnya 
yang jauh dari desa lokasi lahan misalnya atau karena memiliki pekerjaan 
tetap di tempat lain. Para pemilik lahan yang tidak memiliki waktu atau tenaga 
untuk mengelola langsung lahan pertaniannya, mereka membutuhkan tenaga 
para petani dari kalangan masyarakat dengan perjanjian-perjanjian kerjasama 
pengelolaan lahan. 
Jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena lahannya dijual 
dan pemilik lahan yang membutuhkan tenaga dari para petani untuk 
mengelola lahannya ditemukan di setiap desa di Kecamatan Batang Lubu 
Sutam Padang Lawas, hal tersebut antara lain disebabkan Kecamatan Batang 
Lubu Sutam adalah kecamatan terisolir yang mulai berkembang seiring 
dengan Jalan Lintas Pinarik Pasar Ujung Batu yang berangsur dibangun 
pemerintah kabupaten Padang Lawas secara berkelanjutan.   
Mu'amalah sesuai hukum Islam (ekonomi Syari'ah) perlu 
dikembangkan di wilayah Kecamatan Batang Lubu Sutam mengingat 
masyarakat Batang Lubu Sutam berpenduduk muslim 100 %, masyarakat 
agamis, memiliki dua lembaga pendidikan Islam pesantren yang khas dengan 
kitab kuning. Di sisi lain sistem ekonomi syari'ah diharapkan menjadi benteng 
terakhir dalam membela hak-hak masyarakat lemah dari ancaman 
ketidakadilan pemilik-pemilik lahan baik perorangan maupun perusahaan.   
 5 
Sumber usaha masyarakat Kecamatan Batang Lubu Sutam adalah 
mayoritas yang masyarakatnya mengandalkan pendapatan dari hasil panen, 
terutama karet dan sawit. Fenomena ini tidak bisa dipisahkan dari petani. 
Masyarakat yang mayoritas petani itu, kegiatan sehari-harinya ada yang 
mengelola lahannya sendiri dan ada yang mengelola lahan orang lain. 
Kebanyakan orang yang tidak mempunyai lahan untuk dikelola akan menyewa 
ke orang yang mempunyai lahan yang tidak dimanfaatkan. Maka jika kedua 
belah pihak terjadi transaksi, dan dengan antar keduanya saling mendapatkan 
keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan maka ini disebut 
dengan Al-ijārah. 
Perlu diketahui bahwa dengan disyari‟atkannya Al-ijārah (  اإلجارة ) 
adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. 
Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain 
banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan 
uang.  
Dalam praktik sewa menyewa yang ada di Batang Lubu Sutam  
pemilik lahan pertanian memberikan hak sewa kepada orang yang akan 
mengelola dengan syarat-syarat dan perjanjian yang telah disepakati di awal. 
Pemilik lahan memberikan hak kepada pengelola dengan beberapa faktor 
seperti, pemilik lahan mempunyai lahan yang tidak bisa di kelola dengan 
sendiri, pemilik lahan mempunyai harta yang lebih, pemilik lahan memberikan 
bantuan kepada keluarga saudara yang mampu mengelola lahan tersebut dan 
biasanya antar masyarakat yang sudah mengenal satu sama lain dan atas dasar 
 6 
saling percaya untuk mengelolanya, semua itu tidak akan jauh dengan tujuan 
ekonomi syari‟ah yaitu memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil 
lahan tersebut tanpa berpindah hak lahan tersebut.
9
 
Sistem sewa lahan pertanian yang ada di Batang Lubu Sutam dimana 
dari sekian banyak faktor pemilik lahan pertanian memberikan lahannya yaitu 
dengan akad dan syarat yang telah dipenuhi. Dengan memberikan uang 
sewanya pada pertama kali akad terjadi. Harga sewa akan disesuaikan dengan 
harga jual karet yang ada di Batang Lubu Sutam pada saat terjadinya akad, 
sehingga dalam praktik ini tidak ada pengurangan atau penambahan harga jika 
terjadi suatu kerusakan atau yang lainnya. Setelah proses akad terjadi, pemilik 
lahan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami yaitu ketika 
masalah gagal panen atau harga jual turun.
10
  
Dengan fenomena yang ada di kecamatan Batang Lubu Sutam  
sehingga perlu adanya kajian kembali secara hukum ekonomi syari‟ah. Kajian 
secara hukum ekonomi ini perlu karena beberapa faktor yang masih menjadi 
pertanyaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat dalam pelaksaan sewa lahan 
pertanian. Faktor diantaranya adalah jual beli manfaat dari barang sewa 
tersebut masih samar, ditakutkan terjadi sengketa lahan dikemudian hari, dan 
tidak boleh mengandung unsur pemaksaan ketika pengambilan manfaat ini 
tidak sesuai pada waktu yang telah ditentukan karena mengalami gagal panen. 
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 Muhammad Ali (Pemilik Lahan), Wawancara, Botung, Tgl 19 Oktober 2019 
10
 Abdul Gani (Tokoh  Masyarakat), Wawancara, Hatongga, Tgl  20 Oktober 2019 
 7 
Dari uraian di atas terlihat gejala-gejala masalah dalam pelaksanaan 
sewa menyewa yang dipraktekkan oleh masyarakat antara lain bentuk : 
1. Pemilik lahan menyerahkan lahan karet kapada penyewa dengan waktu 
yang tidak ditentukan lamanya untuk disadap dengan berbagi hasil sesuai 
dengan kesepakatan. 
2. Pemilik menyewakan lahan karet/sawit kepada orang lain dengan  jangka 
waktu tertentu dan besaran biaya dan pembayaran yang sudah ditetapkan 
di awal kerjasama. 
3. Menyewakan lahan karet/sawit dengan masa yang telah ditetapkan namun 
biayanya tergantung penghasilan yang diperoleh. 
4. Menyewakan lahan karet/sawit dengan masa yang tidak ditetapkan namun 
biayanya ditetapkan bersifat bulanan.  
5. Menyerahkan lahan sawit/karet dengan masa waktu yang tidak ditetapkan 
sebagai jaminan atas hutang. Adapun penghasilan/panen menjadi milik 
penuh orang yang menerima lahan selama hutang si pemilik lahan kepada 
yang menerima penyerahan lahan lunas.
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Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena di atas, maka 
penulis bermaksud untuk mengkaji dan kemudian mengangkatnya dalam 
bentuk Skripsi dengan judul: PELAKSANAAN AKAD SEWA MENYEWA 
LAHAN PERKEBUNAN KARET DAN SAWIT DI KECAMATAN 
BATANG LUBU SUTAM KABUPATEN PADANG LAWAS. 
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B.  Batasan Masalah 
Dalam penulisan ini  penulis memberikan batasan masalah agar 
penelitian lebih terarah, fokus kepada masalah yang diteliti, maka penelitian 
ini dibatasi pada masalah pelaksanaan akad sewa menyewa lahan perkebunan 
karet dan sawit di Kecamatan .Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas 
Sumatera Utara. 
 
C.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan  batasan masalah yang diuraikan diatas, maka 
permasalahan yang   dibahas dalam penelitian adalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa (Ijarah) antara pemilik lahan karet 
dengan penyewa lahan? 
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem sewa pada 
pelaksanaan  akad sewa menyewa (Ijarah) di kalangan masyarakat petani 
karet dan sawit ? 
 
D.  Tujuan dan Manfaat  Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan  sewa meyewa (Ijarah)  
antara pemilik lahan  karet dengan penyewa lahan karet/sawit. 
b. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap sistem sewa pada 




2. Manfaaat Penelitian 
a. Hasil penelitian diharap dapat memberikan kontribusi pemikiran  dan 
dapat dijadikan sebagai rujukan tentang  pelaksanaan  sewa menyewa 
lahan  antara pemilik lahan dengan penyewa lahan. 
b. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan  bagi pihak-
pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, umumnya bagi 
instansi yang bersangkutan  dan lembaga- lembaga  yang 
berkecimbung dalam ekonomi dan bisnis. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan  (field research) yang 
dilaksanakan di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupatean Padang 
Lawas. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
 Subjek dalam penelitian ini adalah  pemilik lahan  karet/sawit dan 
penyewa lahan karet/sawit di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten 
Padang Lawas. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sewa 
menyewa lahan karet/sawit antara pemilik lahan karet dan penyewa lahan 
karet di Kecamatan Batang Lubu Sutan Kabupaten Padang Lawas. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 orang yang terdiri dari 
pemilik lahan dan penyewa lahan di Kecamatan Batang Lubu Sutam 
Kabupaten Padang Lawas. Dalam pengmbilan sampel penelitian penulis 
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menggunakan teknik random sampling dengan mengmbil sampel 50 %  
dari jumlah populasi sebagai sampel penelitian  yaitu terdiri dari 10 orang 
pemilik lahan  karet dan 20 orang penyewa lahan karet/sawit di 
Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. 
4. Sumber Data 
a. Data primer adalah  data yang diperoleh langsung dari hasil  
wawancara dan menyebarkan angket kepada responden. 
b. Data skunder adalah berupa konsep maupun teori- teori yang dapat 
dipergunakan untuk memperjelas permasalahan, data yang diambil dari 
buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 
beberapa metode, yaitu: 
a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap gejala dari penomena 
yang terjadi dilapangan. 
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara dialog dan tanya 
jawab langsung kepada subjek peneliti yang terkait dengan judul 
penelitian dan sebagai penunjang studi dalam mempertajam masalah. 
c. Dokumentasi, yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 
dokumen- dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari 
pencatatan sumber sumber informasi. 
d. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti literatur yang 
berhubungan  dengan masalah yang diteliti. 
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6. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ni penulis menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka 
penulis menjelaskan secara rincian sistematis sehingga dapat 
menggambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan 
akhirnya. 
7. Metode Penulisan 
a. Metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus 
kepada yang bersifat umum. 
b. Metode deskriftif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian 
di analisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam  
penulisan ini. 
 
F.  Sistematika penulisan 
Untuk lebih terarahnya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis 
mengemukakan  sistematika penulisan berikut: 
BAB I    :  PENDAHULUAN 
                  Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM PEMBAHASAN 
  Dalam bab ini penulis menerangkan tentang lokasi penelitian, 
terdiri dari kondisi geografis dan demografis, keadaan 
perekonomian , keadaan pendidikan, agama dan keyakinan. 
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BAB III :  PELAKSANAAN AKAD  SEWA MENYEWA KEBUN KARET 
DAN SAWIT 
  Pada bab ini, maka diuraikan tentang pengertian sewas menyewa 
dalam ekonomi syari‟ah, dasar hukum sewa, rukun dan syarat–
syarat sewa, sifat akad ijarah dan prinsip sewa. 
BAB IV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Dalam bab ini, akan diuraikan tentang tinjauan Ekonomi Syariah 
terhadap sistem sewa pada lahan karet,  dalam pelaksanaan akad 
sewa  menyewa lahan antara pemilik lahan karet dengan penyewa 
lahan kareat di Desa Hatongga Kecamatan Batang Lubu Sutam 
Kabupatean Padang Lawas, yang terdiri dari Bagaimana ketentuan 
sistem sewa, dan pelaksanaan  sistem sewa pada pelaksanaan akad 
sewa menyewa lahan karet . 
BAB V :  PENUTUP 
  Kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang penulis peroleh.
BAB II 
GAMBARAN UMUM  
 
A. Identifikasi Kabupaten Padang Lawas 
1. Sejarah singkat Kabupaten Padang Lawas 
Kabupaten Padang Lawas terbentuk pada tahun 2007, merupakan 
daerah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera 
Utara.  
Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 
Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang 
pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 
Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas maka 
Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu 
Kabupaten Padang Lawas Utara (ibukotanya Gunung Tua) dengan jumlah 
daerah Administrasi 8 Kecamatan ditambah 10 desa dari Wilayah 
Kecamatan Padang Sidimpuan Timur dan Kabupaten Padang Lawas 
(ibukotanya Sibuhuan) dengan jumlah daerah administrasi 12 Kecamatan, 
sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Sipirok) dengan 
jumlah daerah administrasi 11 Kecamatan.
12
 
2. Letak Geografis   
Secara Geografis, posisi Kabupaten Padang Lawas terletak                
pada 1° 26‟ - 2° 11‟Lintang Utara dan 91° 01‟ - 95° 53‟ Bujur Timur 
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dengan keadaan iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh angin darat dan 
curah hujan mencapai rata-rata 167mm/bulan sepanjang tahun 2007 serta 
suhu udara berkisar antara 14 sampai 360C. Luas wilayah Kabupaten 
Padang Lawas keseluruhan adalah 3.892,74 km2. Kabupaten Padang 
Lawas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang 
berada pada Kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah Kabupaten 
Padang Lawas dibatasi oleh: 
Sebelah Utara     :  Kabupaten Padang Lawas Utara 
Sebelah Timur :  Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau 
Sebelah Selatan :  Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat  dan  
Kabupaten Mandailing Natal 




Wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 12 
Kecamatan, 303 desa dan 1 kelurahan. Secara distribusi luas wilayahnya, 
Kecamatan Sosa termasuk bagian dari wilayah di Kabupaten Padang 
Lawas yang paling luas yaitu 611,85 km2 atau 14,46 persen dari luas 
keseluruhan. Kemudian Batang Lubu Sutam dengan luas wilayah sebesar 
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Tabel II.1 
  Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Distribusi Luas Kabupaten  
Padang  Lawas 











Luas (%)  
1 Sosopan 22 - 407,52 9,63 
2 Ulu Barumun  15 - 241,37 5,71 
3 Barumun 29 1 119,5 2,83 
4 Barumun Selatan 11 - 122,6 2,9 
5 Lubuk Barumun 24 - 300,23 7,10 
6 Sosa 39 - 611,85 14,46 
7 
Batang Lubu 
Sutam 28 - 586, 00 13,85 
8 Hutaraja Tinggi 31 - 408, 00 9,65  
9 Huristak 27 - 357,65 8,46 
10 Barumun Tengah 39 - 443,09 10,47 
11 
Aek Nabara 
Barumun 25 - 487,75 11,53 
12 Sihapas Barumun 13 - 144,43 3,41 
   Total 303 1 4229,99 100 
Sumber data: Padang Lawas Dalam Angka Tahun 2018 
 3. Kependudukan  
Perkembangan penduduk Kabupaten Padang Lawas dari tahun ke 
tahun dapat dilihat pada tabel berikut: Jumlah penduduk Kabupaten 
Padang Lawas selama kurun waktu tahun 2012-2017 cenderung 
meningkat. Kondisi tahun 2012 penduduk Kabupaten Padang Lawas 
sejumlah232.166 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2012-2017 
sebesar 2,50 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas Tahun 
2017 mencapai 269.799 jiwa, yangterdiri atas 135.210 jiwa laki-laki dan 
134.589 jiwa perempuan, dengan rasio 100,46. Jumlah penduduk yang 
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paling banyak terdapat di Kecamatan Barumun yakni 52.386 jiwa, yang 




B. Keadaan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas 
1. Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar penduduk, 
dengan tingkat pendidikan yang makin meningkat dan berkualitas 
diharapkan kualitas kehidupan masyarakat juga meningkat. Untuk itu 
sarana dan prasarana seperti pengadaan gedung sekolah dan penambahan 
serta perbaikan mutu tenaga pengajar/guru yang semakin bermutu dan 
menyebar hingga keseluruh kecamatan harus terus diupayakan 
realisasinya.Pada tahun 2017, terdapat sejumlah 192 SD, 71 SMP, dan 49 
SMA (termasuk madrasah dan sekolah kejuruan) yang tersebar di seluruh 
kecamatan. 
2. Perkebunan  
Hasil perkebunan rakyat di Padang Lawas yang paling menonjol 
adalah kelapa sawit. Total luas perkebunan (rakyat) kelapa sawit di 
wilayah ini pada tahun 2017 mencapai 32.385,36 hektar. Adapun 
kecamatan penghasil kelapa sawit terbanyak adalah kecamatan Hutaraja 
Tinggi dan Sosa. Lebih dari setengah produksi kelapa sawit Padang Lawas 
berasal dari dua kecamatan tersebut. Selain kelapa sawit, terdapat beberapa 
hasil perkebunan rakyat lainnya yang cukup menunjang perekonomian di 
                                                             
15
 Badan Pusat Statistik Kabupaten  Padang Lawas  
 17 
Padang Lawas. Karet,kelapa, dan pinang merupakan tanaman yang sering 
ditemui hampir di seluruh kecamatan di Padang Lawas. 
 
C. Identifikasi Kecamatan Batang Lubu Sutam 
1. Kondisi Geografis  
           Secara geografis kecamatan Batang Lubu Sutam terletak pada garis 
antara 00o45‟31”- 01o03‟42” Lintang Utara dan 99o54‟04 - 100o11‟09” 
Bujur Timur. Dengan ketinggian 400-600 dari permukaan laut. Dengan 
topografi datar bergelombang sampai berbukit.  
Adapun batas wilayah kecamatan Batang Lubu Sutam, yaitu:       
Sebelah Utara           :   Kecamatan Huta Raja Tinggi 
Sebelah Timur          :   Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau 
Sebelah Selatan        :   Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat 




2. Kondisi Demografis 
            Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan suatu 
bangsa, sehingga pengetahuan tentang  masalah kependudukan sangat 
dibutuhkan. Oleh karena itu , perioritas pembangunan harus diletakkan 
pada pembinaan kualitas dan kepribadian sumber daya manusia yaitu 
dengan peningkatan kecerdasa, keterampilan , serta kesehatan fisik serta 
mental anak-anak yang menjadi generasi penerus agama dan bangsa, tanpa 
penduduk yang berkualitas maka bangsa yang mempunyai modal yang 
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kuat tidak akan akan dapat menyongsong pembangunan gemilang, namun 
sebaliknya.   
Dalam statistik Kecamatan Batang Lubu Sutam tahun 2017 dimana 
diketahui terdapat 28 desa. Dapat dilihat dalam tabel berikut: 
Tabel I1.2 
Statistik Kecamatan Batang Lubu Sutam tahun 2017 dimana 
diketahui terdapat 28 desa 








1 Manggis 10,5 896 85,33 
2 Pagaran Tayas 28 90 3,21 
3 Hatongga 30,5 433 14,2 
4 Botung 8 928 116 
5 Siadam 7 313 44,71 
6 Siojo 7 885 126,43 
7 Pagaran Manggis 10 480 48 
8 Muara malinto baru 10 600 60 
9 Hutanopan 5,5 315 57,27 
10 Huta baru 31 289 9,32 
11 Tandolan 20 295 14,75 
12 Tangga batu 5 151 30,2 
13 Pagaran dolok 7 305 43,57 
14 Muara m lama 10 72 7,2 
15 Aek sorik 10 238 23,8 
16 Tanjung botung 5,5 152 27,64 
17 Pinarik 15 179 11,93 
18 Gunung manaon 10 624 62,4 
19 Muara tige 38 422 11,11 
20 Sibodak papaso 15 156 10,4 
21 Gunung intan 10 51 5,1 
22 Pgr baringin 12 143 11,92 
23 Salambue 16 213 13,31 
24 Papaso 30 2,914 97,13 
25 Rombayan 10 628 62,8 
26 Tanjung baru 7 1,158 165,43 
27 Tamiang 10 739 73,9 
28 Tanjung barani 6,5 274 42,15 
  Total 384,5 13 943 36,26 
Sumber  data: Kantor Camat Batang Lubu Sutam 
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Dari tabel diatas dapat kita lihat, bahwa Papaso merupakan Desa 
yang paling banyak jumlah penduduk yaitu 2,914, dari luas Kecamatan 
Batang Lubu Sutam disusul dengan Desa Tanjung Baru jumlah penduduk 
yaitu 1,158, Desa Botung jumlah penduduk 928, desa manggis jumlah 
penduduk 896, Desa Siojo jumlah penduduk 885, dan Desa Gunung inten 
yang merupakan desa yang terkecil dengan jumlah penduduk 51. 
Tabel II.3 










1 Karet 1 686,25 31.08 2 390,54 
2 Sawit 978,15 225,60 10 818,19 
           Sumber data: Kantor Camat Batang Lubu Sutam 
Tabel II.4 
Nama- nama pemilik lahan karet dan sawit 
No Nama Keterangan 
1 Ali sodikin Pemilik kebun karet 
2 Mara togu Pemilik kebun karet 
3 Damhuri  Pemilik kebun sawit 
4 Abdi lubis Pemilik lahan karet 
5 Siti adam Pemilk kebun karet 
6 Karman  Pemilik kebun sawit 
7  Hendri Pemilk kebun karet 
8  Sulpan Pemilk kebun karet 
9 Muhammad ali Pemilk kebun sawit 




Tabel II. 5 
Nama- nama penyewa lahan karet dan sawit 
No  Nama  Keterangan  
1 Rahmat  Penyewa kebun karet  
2 Budiman  Penyewa kebun karet  
3 Alif  Penyewa kebun karet  
4 Siti alim Penyewa kebun karet 
5 Almida sari Penyewa kebun karet  
6  Maslatifah  Penyewa kebun karet 
7 Summiati Penyewa kebun karet 
8 Mansur  Penyewa kebun karet 
9  Aslamiah  Penyewa kebun karet 
10 Muhammad daud Penyewa kebun karet 
11  Parman  Penyewa kebun karet  
12 Pardamean Penyewa kebun karet  
13 Nur asiah  Penyewa kebun karet 
14 Juriati  Penyewa kebun karet 
15 Raja aman Penyewa kebun karet 
16  Zakariah  Penyewa kebun sawit 
17  Muhammad rifai Penyewa kebun sawit 
18  Hamka  Penyewa kebun sawit 
19 Idris  Penyewa kebut sawit 
20 Ahmad  Penyewa kebun sawit 
 
Tabel I1.6 
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 
Tahun 2017 
No Peduduk Jumlah % 
1 Laki- laki 7001 50% 
2 Perempuan 6942 50% 
 Jumlah 13,943 100 
Sumber data : Kantor Camat Batang Lubu Sutam 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui penduduk berdasarka 
tahun 2017, dimana laki- laki berjumlah 7001 orang dengan persentase 
50%, dan perempuan berjumlah 6942 orang dengan persentase 50%. 
Dalam hal dapat dipahami bahwa penduduk berdasarkan tahun 2017, 
dimana antara laki- laki dan perempuan dengan persenatase yang 
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seimbang, yaitu 50% meskipun demikian,bila diihat dari kuantitas 
penduduk, maka mayoritas adalah laki- laki.  
3. Keadaan Perekonomian 
Kecamatan Batang Lubu Sutam dimana masyarakatnya memiliki 
sumber pendapatan yang beraneka ragam, ada yang berprofesi  sebagai 
tani, buruh,  Pegawai Negeri Sipin (PNS)  dan pekerjaan -pekerjaan lain. 
Hasil perkebunan rakyat di Kecamatan Batang Lubu Sutam yang paling 
menonjol adalah karet dan sawit. Selain karet dan kepala sawit terdapat 
beberapa hasil perkebunan rakyat lainnya yang cukup menunjang 
perekonomian di Kecamatan Batang Lubu Sutam. Padi sawah, Padi 
ladang, jagung, Kelapa,dan pinang merupakan tanaman yang sering 




4.  Agama 
Dalam membangun masyarakat, agama merupakan salah satu pilar 
terpenting dalam institusi sosial. Keberadaan agama akan mempengaruhi 
dan akan menciptakan keharmonisan hidup di tengah- tengan masyarakat. 
Han ini juga merupakan hakikat dan fitrah manusia yang merupakan 
makhluk yang beragama yang merupakan wujud dari naluri beragama itu 
sendiri. 
Dari data demografis Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten 
Padang Lawas tahun 2017, diketahui bahwa keseluruhan dari jumlah 
penduduk beragama islam. Hal ini juga dipengaruhi faktor mayoritas suku 
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bangsa yang berdomisili di daerah tersebut,yaitu suku mandailing. Karena, 
mandaling  sangan identik dengan Islam. Untuk lebis jelasnya jumlah 
penduduk berdasarkan klasifikasi agama, dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel I1.7 
Tabel berdasarkan klasifikasi Agama 
 
No Penduduk Jumlah % 
1 Islam 933 100 
2 Hindu 0 - 
3 Kristen 0 - 
4 Budha 0 - 
 Jumlah 933 100 
 Sumber data : Kantor Camat Batang Lubu Sutam  
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk berama Islam 
berjumlah 933 orang dengan persentase 100%, sementara tidak ada 
diantara penduduk beragama Kristen, Hindu, dan Budha.  Dengan 
demikian jelas bahwa penduduk kecamatan Batang Lubu Sutam beragama 
Islam 100%. Selanjutnya, dengan tidak adanya penduduk yang beragama 
selain Islam, maka dapat dipahami bahwa di kecamatan Batang Lubu 
Sutam hanya ditemukan saran ibadah agama Islam, yaitu mesjid, dan tidak 
ada sarana umat lainnya.
18
 
5. Pendidikan  
Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Dengan demikian, 
manfaatnya tidak langsung dapat dirasakan  seketika itu juga. Akan tetapi, 
manfaat pendidikan itu akan dapat dirasakan kelak bagi individu yang 
bersangkutan di masa mendatang. Dalam pandangan Islam, pendidikan 
merupakan bagian dari sekumpulan pemahaman- pemahaman yang 
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menekankan  pada pemberian pengalaman secara langsung. Karean itu, 
siswa perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah potensi yang 
dimiliki, supaya mereka mampu menjelajahi dan memehami islam yang 
telah diturunkan oleh Allah SWT kepda Rasul-Nya Muhammad SAW. 
Di samping itu, melihat kualitas dan mutu dari seorang, Islam 
menetapkan kriteria tersebuat, di antaranya dengan melihat tingkat 
pendidikan yang dimiliki. Dilihat dari kindisi demografis penduduk 
berdasarkan pendidikan di Kecamatn Batang Lubu Sutam dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
Tabel II.8 
    Sarana perasaran pendidikan 
 
No Sarana dan Prasarana Jumlah /Unit Keterangan 
1 Bangunan Tk 6 Swasta 
2 Bangunan SD 9 Negeri 
3 Bngunan SMP 2 Negeri 
4 Bangunan SMA 1 Swasta 
 Jumlah 18  
Sumber data : Kantor Camat Batang Lubu Sutam 
 Berdasarkan tabel diatas bahwa di Kecamatan Batang Lubu Sutam 
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BAB III 
PELAKSANAAN AKAD SEWA MENYEWA  LAHAN PERKEBUN 
KARET DAN SAWIT 
 
A. Pengertian Sewa Menyewa (Al-ijarah) 
Ijarah menurut bahasa berasal dari kata ujrah yang berarti 
mempekerjakan, memberi upah dan menyewakan
20
, dan dapat juga diartikan 
pengganti dan pahalan
21
. Menurut pengertian syara‟ ijarah ialah suatu jenis 
akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
22
 Dalam arti luas 
ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan 
jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.  
            Ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan 
(mu’ajir) oleh orang yang menyewa (musta’jir), serta pemilikan harta dari 
pihak mua’jir oleh seorang musta’jir. Dengan demikian, ijarah berarti 
transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. 
Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, Ijarah dapat didepenisikan  
sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa, 
dalam waktu tertentu  dengan pembayaran upah sewa, tanda diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
23
 
Sedangkan menurut labib Mz yang dimaksud Ijarah adalah 
memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil 
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manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang 
menyewakan dan orang yang memberi sewa, bahwa orang yang menerima 
barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan 




Menurut ulama Hanafi mengatakan bahwa : Ijarah yaitu suatu akad 
yang dipergunakan untuk manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu                      
barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar).
25
 Manfaat, 
terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau 
mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur 
bangunan, tukang tenun, penjahit dan sebagainya. Terkadang manfaat itu 
berbentuk sebagai kerja pribadi seperti pembantu dan para pekerja (bangunan, 
pabrik dan sebagainya). 
Para ulama syafi‟i mendefinisikan bahwa Ijarah yaitu suatu akad atas 
manfaat yang diketahui dan disengaja, yang diterima sebagai pengganti dan 
kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dan disengaja, yang diterima 
sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui (jelas). 
Sedangkan menurut ulama Hambali Ijarah yaitu suatu aqad atas manfaat yang 
mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu, 
dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas pula.  
Menurut Labib Mz yang dimaksud ijarah adalah memberikan suatu 
barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan 
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perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan 
oleh orang yang menerimanya, bahwa orang yang menerima barang itu harus 
memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang 
telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.
26
  
             Beberapa definisi dari para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan 
bahwa ijarah merupakan suatu aqad yang digunakan untuk pemilikan manfaat 
(jasa) dari orang yang menyewakan (mu‟ajir) oleh seorang penyewa (musta‟jir) 
yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian 
(kompensasi/upah). 
 
B.  Dasar Hukum Sewa Menyewa 
Pada dasarnya hukum dalam ber-muamalah dalam syariat Islam hukum 
aslinya adalah boleh (mubah), selama belum ada peraturan yang melarangnya. 
Sewa-menyewa juga mempunyai peranan penting bagi kehidupan 
bermasyarakat, guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan 
antar sesama, serta termasuk salah satu bentuk perilaku tolong menolong yang 
dianjurkan dalam agama. Maka dari itu sewa menyewa boleh dilakukan tetapi 
bukan dalam hal yang merugikan atau yang diharamkan oleh agama. Dalam 
fiqh dasar hukum diperbolehkannya akad sewa menyewa diambil dari al-
Qur‟an, as-Sunnah, dan Ijma‟ para ulama. 
Adapun dasar hukum dalam sewa-menyewa adalah sebagai berikut: 
1. Al-Qur’an 
Firman Allah dalam surat al-Zukhruf ayat 32, yang berbunyi: 
                                                             
26
 Labib Mz, Etika Bisnis Dalam Islam, (Surabaya, Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 39 
 27 
                                
                          
    
Artinya:  Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 
Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian 
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian 
mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat 




Ayat ini memerintahkan kepada manusia agar saling tolong 
menolong dan membantu antar sesama. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 
yang berbunyi                                                                                                       
                                     
                       
Artinya:  .... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 





Ayat tersebut berisi tentang pemberian upah kepada seseorang yang 
memberikan jasa kepada kita dengan pemberian upah yang sepantasnya 
dan sepadan dengan apa yang ia kerjakan. 
Ketiga ayat tersebut menjelaskan tentang memberikan upah kepada 
seseorang yang telah memberikan jasa kepada kita. Pemberian upah atas 
jasa adalah perintah dari Allah yang telah di tuliskan dalam Al-Qur‟an. 
Atas hukum dasar inilah akad Ijarah diperbolehkan dalam kehidupan. 
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2. Al- Hadits 
Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Berikanlah upah 
pekerja sebelum keringatnya kerinng.”(HR Ibnu Majah.) 
3. Kaidah Fiqhiyah 
“Pada dasarnya setiap muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang 
mengharamkannya. 
4. Fatwa DSN: 
(Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000  tentang Ijarah) 
Menimbang: 
a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain 
melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ 
upah tanpa diikututi pemindahan  kepemilikan barang itu sendiri. 
b. Bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) melalui akad pembagian ijarah. 
c. Bahwa akad tersebut sesuai dengan syariah Isalm, DSN memandang 
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Mengingat: 
Firman Allah dalam al- Quran surat al- Zuhuf 43 
                    
Artinya : Maka bertegah teguhlah engkau kepada (agama) yang telah 





C.  Rukun dan Syarat Sewa Menyewa 
           Transaksi ijarah dalam pelaksanaannya akan sah apabila terpenuhi 
rukun dan syaratnya. 
1. Rukun sewa menyewa 
Menurut Hanafiyah, rukun ijarah hanya ada satu yaitu ijab 




Rukun merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi di dalam 
melakukan ibadah atau pekerjaan/perbuatan. Bila rukun tidak terpenuhi 
maka perbuatan tersebut tidak sah atau batal menurut hukum. Begitu juga 
di dalam melaksanakan akad sewa menyewa. Dalam akad sewa menyewa 
(Ijarah) terdapat rukun-rukun yang harus terpenuhi, yaitu: 
a. Shigat ijarah 
Yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak 
yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. 
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Ijab qabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini 
kepadamu setiap hari Rp. 5.000”, maka penyewa menjawab “Aku 
terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. 
b. Orang yang menyewakan / Mu‟ji 
Mu‟jir adalah orang yang memberikan upah dan atau yang  
menyewakan. 
c. Orang yang menyewa / Penyewa / musta‟jir  
Musta‟jir adalah orang yang menerima upah atau yang menyewa 
sesuatu. 
d. Ujrah atau imbalan atau upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh 
kedua belah pihak dalam sewa-menyewa. 
e. Ma‟jur  
Yaitu Objek transaksi atau objek yang disewakan, baik dalam bentuk 
tenaga atau benda. Benda yang disewakan adalah benda yang 
bermanfaat. 
Secara garis besar, rukun Ijarah dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu : 
a. Aqidaini  
Aqidaini yaitu dua orang yang melakukan akad. Dalam hal ini ialah 
orang yang menyewakan (mu’jir) dan orang yang menyewa (musta’jir).  
b. Ma’qud ‘Alaih    
Ma’qud ‘Alaih ialah manfaat dari objek yang dipersewakan serta 
upah/biaya dalam sewa menyewa. 
 
 31 
c. Ijab Qabul  
Ialah akad sewa-menyewa dan dinyatakan sah. Yaitu Sighat atau ikrar 
yang menyatakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak yang 
berakad dan dinyatakan sah menurut hukum.  
2. Syarat Sewa Menyewa 
Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat 
sewa-menyewa menurut hukum islam. Yang disebut rukun sewa menyewa 
adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan 
tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun  tersebut. 
Sedangkan, yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu 
yang mesti ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu 
bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri. 
Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru dianggap sah apabila 
telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara 




a. Pelaku sewa-menyewa haruslah berakal (waras) 
Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa menyewa 
haruslah berakal. Maka tidak sah aqadnya orang gila atau anak kecil yang 
belum mumayyiz. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang 
melakukan ijarah mestilah orang yang memiliki kecakapan bertindak 
yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan dapat 
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dipertanggung jawabkan secara hukum. Untuk itu dalam hal ini para 
ulama berpendat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah 
ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga 
segala tindakan yang dilakukan dapat dipandang sebagai suatu perbuatan 
yang sah. Pentingnya kecakapan bertindak sebagai persyaratan untuk 
melakukan suatu aqad, maka golongan syafi‟iyah dan hanabilah 
menambahkan bahwa mereka yang melakukan aqad mestilah orang 
sudah dewasa, tidak cukup hanya sekedar sudah mumayyiz saja. 
b. Ridha kedua belah pihak 
Para pihak yang menyelenggarakan aqad haruslah berbuat atas 
kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini aqad sewa 
menyewa tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya 
atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-
pihak yang beraqad atau pihak lain. 
c. Unsur pokok (barang, harga dan jangka waktu)  
   Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik 
bergerak maupun tidak bergerak. Benda yang dimaksud disini adalah 
benda yang letaknya dalam hukum kebendaan. Pasal 499 KUH perdata 
menyatakan bahwa barang adalah tiap benda atau tiap hak yang dapat 
dijadikan objek dari hak milik. Perjanjian sewa menyewa menjadikan 
barang yang merupakan objek sewa-menyewa bukan tujuan dimiliki, 
melainkan hanya dinikmati.  
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     Harga dalam perjanjian sewa menyewa adalah biaya sewa yang 
berupa sebagai imbalan atas pemakaian atas benda sewa. Perjanjian 
sewa-menyewa tidak mensayaratkan  pembayaran harus berupa uang 
tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa. Hak untuk 
menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada 
jangka waktu yang ditentukan didalam perjanjian. Setelah jangka waktu 
sewa menyewa berakhir, maka barang yang disewakan dikembalikan 
kepada pemiliknya. Apabila jangka waktu sewa-menyewa berakhir, para 
pihak dapat memperpanjang masa sewa dengan kesepakatan atas waktu, 
harga dang barang.   
d.  Ada barang yang diserahkan  
          Kenikmatan yang dimaksud adalah kenikmatan penyewa untuk 
menggunakan serta menikmati hasil barang yang disewa tersebut, dengan 
pembayaran harga sebagai kontra prestasi bagi pihak yang menyewakan, 
penimatan ini terjadi tanpa peralihan hak milik sebagai mana yang terjadi 
dalam perjanjian jual beli. Sewa menyewa memberikan penikmatan 
kepada penyewa dengan hak milik atas benda yang disewakan tetap 
ditangan pemilik atau pihak yang menyewakan. 
 
D. Macam-Macam Sewa Menyewa 
Dilihat dari segi objeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam: 
yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. 
1. Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa’ah), misalnya sewa-menyewa 
rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini mu’ajjir 
 34 
mempunyai benda-benda tertentu dan musta‟jir butuh benda tersebut dan 
terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu‟ajir mendapat imbalan 
tertentu dari musta’jir, dan musta’jir mendapat manfaat dari benda 
tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara‟ untuk dipergunakan, 
maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-
menyewa. 
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al-a’mal) ialah dengan cara 
memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah 
seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan 
itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh 
tani. Mu‟ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan 
lain-lain, kemudian musta‟jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, 
tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu‟ajjir mendapatkan 
upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta‟jir mendapatkan tenaga 
atau jasa dari mu‟ajjir.
33
 
             Adapun pada awalnya jenis sewa menyewa terbatas dalam 
beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang 
mu‟amalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya; 
1. Sewa menyewa tanah  
Sewa menyewa tanah dalam hukum islam dapat dibenarkan 
keberadaannya baik tanah itu digunakan untuk tanah pertanian atau juga 
untuk pertapakan bangunan atau untuk kepentingan lainnya. Hal-hal 
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yang harus diperhatikan dalam hal perjanjian sewamenyewa tanah, 
sebagai berikut: untuk apakah tanah tersebut digunakan? Apabila tanah 
tersebut digunakan untuk pertanian, maka harus diterangkan dalam 
jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis 
tanaman yang di tanam akan berpengaruh terhadap jangka waktu sewa 
menyewa. Dengan sendirinya akan berpengaruh pula terhadap jumlah 
uang sewanya.   
Namun demikian dapat pula ditemukan bahwa keaneka ragaman 
tanaman dapat juga di lakukan asal saja orang yang menyewakan 
(pemilik) mengijinkan tanahnya untuk ditanami apa saja yang 
dikehendakai oleh pihak penyewa, namun lazimnya bukan jenis 
tanaman tua.   
Apabila dalam sewa-menyewa tanah tidak dijelaskan untuk 
apakah tanah tersebut digunakan, maka sewa-menyewa yang diadakan 
dinyatakan batal (fasid), sebab kegunaan tanah sangat beragam, dengan 
tidak jelasnya penggunaan tanah itu dalam perjanjian, dikhawatirkan 
akan melahirkan persepsi yang berbeda antar pemilik tanah dengan 
pihak penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan 
antara kedua belah pihak.  
Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan 
kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, 
kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja 
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yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka ijarah 
dinyatakan fasid (tidak sah). 
2. Sewa menyewa kendaraan  
Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan 
lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. 
Disyaratkan pula kegunaan penyewa untuk mengangkut barang atau 
ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi. 
3. Sewa menyewa rumah  
Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, 
atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara 
meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat 
pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu 
pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah 
tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah 
masyarakat. 
4. Perburuhan  
Selain sewa menyewa barang, sebagaimana yang telah 
diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut 
perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada 
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E. Objek Sewa Menyewa 
1. Objek sewa-menyewa harus jelas manfaatnya. 
Barang yang akan disewa itu harus diketahui mutu dan 
keadaannya. Demikian juga mengenai jangka waktunya, missal sebulan, 
setahun atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh puqaha 
berlandaskan kepada maslahat, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran 
akibat sesuatu yang samar.  
2. Objek sewa-menyewa berupa harta tetap yang dapat diketahui  
Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka 
akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan 
penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan 
objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa 
waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.  
a. Penjelasan tempat manfaat  
Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, 
dan dapat diketahui. 
b. Penjelasan waktu 
Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal 
waktu akad, sedangkan ulama syafi‟iyah mensyaratkannya, sebab bila 
tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang 
wajib dipenuhi. 
c. Penjelasan jenis pekerjaan  
Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan dapat 
diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi 
kesalahan atau pertentangan. 
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d. Penjelasan waktu kerja  
Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan 
dan kesepakatan dalam akad. 
e. Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas  
Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan 
terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara 
mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak 
menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.  
Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat 
ijarah ada yaitu : 
1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.  
2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya.  
3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.  
4) Benda yang disewakan dapat diserahkan.  
5) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan. 
Apabila syarat-syarat sewa menyewa diatas telah terpenuhi, 
maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara‟. 
Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa 
menyewa dianggap batal.  
Sesuatu yang diaqadkan mestilah sesuatu yang disesuaikan 
dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat 
yang seperti ini, maka objek yang menjadi transaksi dapat diserah 
terimakan berikut segala manfaatnya. 
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f. Objek sewa menyewa harus barang yang halal, bukan yang haram dan 
bukan pula suatu ibadah  
Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau 
perburuhan  terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama, 
misalnya menyewa rumah  untuk perbuatan maksiat. Demikian juga 
menyewa orang untuk mengerjakan shalat atau puasa, tidak 
diperbolehkan, karena tersebut merupakan fardlu‟ain yang harus 
dikerjakan sendiri dan tidak dapat digantikan orang lain.
35
 
g. Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas  
h. Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih 
dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan adat kebiasaan yang 
sudah berlaku. Sementara itu, sayid sabiq berpendapat bahwa syarat-
sayarat sewamenyewa ada lima yaitu: 
1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi 
2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya  
3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya  
4) Benda yang disewakan dapat diserahkan  
5) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan. 
Apabila syarat-syarat sewa menyewa diatas sudah terpenuhi, 
maka aqad sewa-menyewa telah dianggap sah menurut syara‟. 
Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa 
menyewa dianggap batal. 
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1) Hak dan kewajiban Mu‟jir dan musta‟jir 
a)  Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal 
mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa 
yang ia sewakan.  
b)  Penyewa, ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua 
yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa 
yang ia sewa sebagaimana ketika menyewa.  
c)  Ijarah adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak mu‟jir 
dan musta‟jir. Karena ijarah merupakan salah satu bentuk dari 
jual beli maka hukumnya serupa dengan hokum jual beli. Dan 
masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali 
dengan persetujuan pihak lain dan jika ada kerusakan yang 
ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya 
maka dalam hal ini ia dapat membatalkan akad. 
d) Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang 
disewakan kepada penyewa dan memberinya kebebasan untuk 
manfaatnya. Apabila ia menghalangi penyewa untuk 
memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau 
dalam sebagian, maka penyewa tidak berhak mendapatkan 
bayaran secara utuh. Hal ini dikarenakan ia tidak memenuhi 
apa yang harus ia lakukan dalam aqad ijarah, sehingga ia tidak 
berhak mendapatkan apa-apa. Apabila orang yang 
menyewakan memberikan kebebasan kepada penyewa untuk 
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memanfaatkan barang yang disewakan, namun si penyewa 
membiarkannya selama masa penyewaan atau dalam sebagian 
masa penyewaan, maka ia tetap harus menyerahkan bayaranya 
secara utuh karena ijarah adalah aqad yang wajib atas kedua 
belah pihak, maka dituntut terlaksananya hal-hal yang harus 
terwujud dalamnya, yaitu kepemilikan orang yang 
menyewakan terhadap bayaran dan kepemilikan penyewa 
terhadap manfaat. 
 
F.  Hikmah Sewa Menyewa 
Hikmah dalam pensyariatan sewa-menyewa sangatlah besar, karena di 
dalam sewa menyewa terdapat unsur saling bertukar manfaat antara manusia 
yang satu engan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu 
orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang 
atau tiga orang misalnya. Apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka 
dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan 
kuantitasnya. Adapun mengenai syarat, selebihnya disebutkan dalam cabang 
fiqh. Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya 
permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang 
tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka. 
Dan barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah 
apapun maka aqad harus diutamakan dalam suatu sewa-menyewa, dan aqad 
itu harus jelas tanpa ada yang di sembunyikan kepada dari pihak pemilik dan 
yang menerima sewa. Namun perlu diketahui manfaat dari sesuatu yang 
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disewakan harus memiliki nilai-nilai yang tidak melanggar syari‟at agama 
yang telah diatur dalam Islam. 
Sebelum membahas tentang masalah berakhirnya akad sewa 
menyewa, di  bawah ini ada beberapa hikmah dari sewa menyewa, antara lain 
sebagai berikut ini:  
1. Dengan adanya sewa-menyewa maka dapat melaksanakan kegiatan 
Mu‟amalah.  
2. Dengan adanya sewa-menyewa dapat membantu memenuhi kebutuhan 
orang lain.  
3. Dengan adanya sewa-menyewa dapat mengalakkan golongan berada 
(ekonomi menengah keatas) prihatin terhadap mereka yang memerlukan. 
4. Melahirkan masyarakat yang tolong menolong.  
5. Dengan adanya sewa-menyewa tersebut seseorang dapat menerima faedah 
daripada  barang yang disewakan.  
6. Saling memberikan manfaat kepada sesama manusia. 
7. Menghindari sifat barang yang mubazir. 
 
G. Berakhirnya Sewa Menyewa 
Sebelum membahas tentang masalah berakhirnya aqad sewa menyewa, 
terlebih dahulu menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
berakhirnya aqad sewa menyewa tersebut.  
1. Kerusakan pada barang sewaan  
Barang sewaan adalah amanat yang ada ditangan si penyewa, 
karena ia menguasai untuk dapat mengembil manfaat yang ia berhak. 
 43 
Apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan, ia tidak berkewajiban 
menjaminnya kecuali dengan sengaja atau karena pemeliharaan yang 
kurang dari biasanya.  Sebagai contohnya orang yang menyewa binatang 
untuk ditunggangi, kemudian ia menambat tapuknya (pelana) seperti yang 
biasa terjadi, maka ia tidak berkewajiban menggantinya. Maksudnya 
binatang sewaan tersebut digunakan dan tidak merubah dari suatu yang 
menjadi kebiasaannya maka orang yang menyewakan tidak berkewajiban 
untuk menggantinya. 
a. Pembatalan sewa-menyewa  
          Ijarah adalah jenis aqad lazim, dimana salah satu pihak yang 
berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan aqad 
pertukaran kecuali jika didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. 
Ijarah tidak menjadi fasakh (batal) dengan matinya salah satu yang 
beraqad, sedangkan yang diaqadkan selamat. Pewaris memegang 
peranan warisan, apakah ia sebagai pihak mu‟ajjir atau pihak musta‟jir. 
Dapatkah akad ijarah dibatalkan? Para ulama fiqh berbeda pendapat 
tentang sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak 
atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat 
mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur 
dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau 
kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.  
Adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad 
ijarah itu bersipat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak 
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boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati 
dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama 
Hanafiah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad ijarah 
batal karena manfaat tidak boleh diwariskan karena termasuk harta (al-
maal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak 
membatalkan akad ijarah.  
           Selanjutnya sampai kapankah akad ijarah itu berakhir? Menurut 
Al-Kasani dalam kitab Al-Badaa’iu Ash-shanaa’iu, sebagaimana 
dikutip dalam buku fiqh muamalah karangan oleh Abdurahman 




1) Objek ijarah hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan 
terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.  
2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir 
masa sewanya. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah 
itudikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu 
jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.  
3) Wafatnya salah seorang yang berakad.  
4) Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang 
disewakan disita karena terkait adanya utang, maka akad ijarah 
batal. 
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b. Berakhirnya sewa menyewa  
Sebelum melakukan sewa menyewa atau ijarah biasanya 
dilakukan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga masing-
masing pihak mendapatkan hak yang dikehendaki bersama. Perjanjian 
ini akan berlaku selama masa perjanjian yang telah disepakati belum 
berakhir, dan diantara salah  satu pihak baik penyewa maupun orang 
yang menyewa tidak melakukan kewajibannya masing-masing 
sehingga menimbulkan pembatalan sewa menyewa. Apabila masa 
perjanjian itu telah habis, maka tidak berlaku lagi untuk masa 
berikutnya, dan barang sewaan tersebut harus dikembalikan lagi 
kepada pemiliknya. 
Tanpa suatu perjanjian baru, sewa menyewa sudah dianggap 
berhenti atau berakhir, terkecuali bila ada keadaan yang memaksa 
untuk melanjutkan sewaan pada jangka waktu tertentu. Misalnya bila 
seseorang menyewa tanah pertanian selama setahun. Bila pada saat 
perjanjian sudah habis, ternyata masih ada tanaman yang belum 
diketam, maka untuk memberi kesempatan kepada penyewa 




Sewa menyewa atau ijarah merupakan suatu jenis akad lazim, 
yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu 
pihak, karena sewa menyewa adalah akad pertukaran, kecuali didapati 
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hal-hal yang mewajibkan fasakh. Sewa menyewa atau ijarah akan 
batal (fasakh) bila terdapat hal-hal sebagai berikut: 
1) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia 
berakad ditangan penyewa.  
2) Rusaknya benda tersebut yang disewakan, seperti rumah tertentu 
atau kendaraan tertentu.  
3) Rusaknya benda yang disewakan atau diupahkan, seperti rusaknya 
kain yang dijahitkan, sebab tidak mungkin melaksanakan jahitan 
setelah rusaknya kain tersebut.  
4) Bila manfaat yang diharapkan telah dipenuhi atau dikerjakan telah 




5) Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga 
merupakan salah satu penyewa putus atau berakhirnya perjanjian 
sewa menyewa, meskipun uzur tersebut datangnya dari salah satu 
pihak. Adapun yang dimaksud uzur disini adalah adanya suatu 




1) Menurut golongan hanafiah, boleh menghentikan sewa-menyewa  
karena alasan yang memberatkan atau hal-hal yang dapat 
menimbulkan kerugian dan dapat diperkirakan oleh kedua belah 
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pihak penyewa seperti seorang penyewa toko untuk berdagang, 
kemudian ia mengalami kebakaran atau kecurian atau dighasab 
ataupun pailit, maka ia boleh membatalkan sewa menyewa itu.
40
 
Dengan pengertian lain perjanjian ijarah itu bisa menjadi rusak 
atau dirusakkan apabila terdapat cacat pada barang sewa yang 
akibatnya barang tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang 
diinginkan pada waktu perjanjian tersebut dilakukan ataupun sesudah 
perjanjian itu dilakukan. Perjanjian ijarah juga rusak bila barang sewa 
itu mengalami kerusakan yang tidak mungkin lagi dipergunakan sesuai 
dengan fungsinya. Dalam hal ini, pemilik barang juga dapat 
membatalkan perjanjian apabila ternyata pihak penyewa 




c. Pengembalian barang sewaan  
Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban 
mengembalikan barang sewaan. Jika barang berbentuk benda yang 
dapat dipindah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Dan jika 
berbentuk barang tidak bergerak („iqar), ia berkewajiban kepada 
pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta si 
penyewa). Jika berbentuk tanah pertanian, ia wajib menyerahkan 
dalam keadaan tidak bertanam, kecuali jika terdapat uzur (halangan/ 
keterlambatan), maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai tiba 
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masa ketam, dengan pembayaran serupa. Penganut mazhab Hambali 
berkata: manakala ijarah telah berakhir, penyewa harus mengangkat 
tangannya, dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah 
terimakan, seperti barang titipan, karena ia merupakan aqad yang tidak 




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis lakukan mengenai 
Pelaksanaan sewa menyewa lahan perkebunan karet dan sawit Kecamatan 
Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas, dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Praktek sewa menyewa kebun karet dan sawit di Kecamatan Batang Lubu 
Sutam. Diawali dengan kesepakatan antara orang yang  menyewa dan 
yang menyewakan  tanah.  Dimana pihak pertama menyewakan  tanahnya  
kepada pihak kedua  untuk diambil manfaatnya  dalam jangka waktu yang 
ditentukan.  Dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat 
antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu 
sama dengan yang lainnya. Adapun persenan dari perjanjian bagi hasil 
kebun karet dan sawit 50-50 dan ada juga persenannya 70-30. Yang 
melakukan perjanjian 50-50 sebanyak 15 orang dan yang 70-30 sebanyak 
15 orang.Terjadinya bagi hasil perkebunan karet dan sawit  di Kecamatan 
Batang Lubu Sutam ini dikarenakan pemilik lahan tidak sanggup untuk 
mengolah lahannya semua. Pihak penyewa kebun menerima tawaran 
pekerjaan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga.  
2. Pelaksanaan  sewa menyewa kebun karet dan sawit di Kecamtan Batang 
Lubu Sutam  tidak memenuhi syarat  dalam akad sewa menyewa kebun 
karet dan sawit. Aspek manfaat  objek sewa yang menjadi inti dari sewa 
58 
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yaitu  hasilnya. Apabila tidak memperoleh hasil/ rugi yang menanggung 
pihak penyewa. Sangat rentan tidak terpenuhi  karena tidak dapat 
dipastikan  apakah  tanaman tersebut berbuah  atau dapat dipanen hasilnya.  
Sewa menyewa kebun karet dan sawit di Kecamatan Batang Lubu Sutam 
tampaknya mengandung unsur ketidakpastian,  dan gharar yang dalam 
Islam dilarang  keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak. 
 
B. Saran 
Mensikapi praktek sewa menyewa tanah yang  berdasarkan pemaparan 
penulis sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan syara’, sangat rentan 
merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, maka hendaknya 
masyarakat atau pelaku  meniggalkan  praktek tersebut. Para pelaku dapat 
berusaha  mencari penghidupan lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa 
melakukan praktek  sewa menyewa yang dapat merugikan baik bagi diri endiri 





Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalh,Jakarta, Kencana ,2010 
Ahmad Ahar Basyir, Ijarah Syirkah Bandung: al- Ma’arif, cet.ke 1, 1997 
Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta, rajawali pers,Ed.1 cet.1, 
2016  
Akhmad Mujahidin, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi 
Syari’ah di Indonesia   Bogor: Ghalia Indonesia, 2010 
A. Syafi’i Jafri, Fiaih Muamalah Pekanbaru: Susqa Pers, cet. ke 1 2000 
A.W. Munawwir,Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Surabaya, 
Pustaka       Progressif,cet.Ke-4,1997 
Badan Statistik Kabupaten Padang Lawas 
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah Jakarta, Rajawali Pesr. Ed.1.cet, ke 7 .2011 
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke.1, 
2008. 
Ghufran a. Mas’adi, Fiqh Mu’amalah Konstektual, Raja Grafindo Persada: 
Jakarta, 2002 
Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Diponegoro, Bandung: 1984 
Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam, Jakarta: Kencana, 2014 
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya Syamil 
Quran Bukhara, Bandung; Sygma Esamedia, 2017 
Kementerian Agama Republik Indinesia, Al-Quran dan Terjemahan Mushaf 
Aminah,  Insan Media Pustaka, 2002. 
Imam Al-Mundziri, Ringkasan Hadis Shahih Muslim,Jakarta,Pustaka Amani, 
cet.1.2003 
Labib Mz, Etika Bisnis Islam, bintang usaha Jaya, Surabaya: 2006 
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, jakarta; Gaya Media pratama, 2007 
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ( Fiqih Muamalat),  
Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003. 
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta:  Raja Grafindo 
Persada, 2004. 
Muhammad Syafi’i Antoni, Bank Syariah, dari Teori ke Praktek jakrta,  Gema 
Insani Fres, cet.1 2001 
Rachmad Syafei, Fiqih Mu’amalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006.                 
Sayid Sabiq, fiqh sunnah jilid 13, Al-ma‟arif, Bandung, 1997 
Suhrawadi K , Lubis, Hukum  Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000 
Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Fiqih 
Ekonomi, Yogyakarta: Fajar Media Press,cet.ke,1,2012 
Sri Nurhayati Wasilah,Akutansi Syariah di Indonesia, Jakarta, Selemba Empat, 
cet,1,2013 hlm 232 
Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 
2011 
Nama            : 
Umur            : 
Pekerjaan           : 
Alamat           : 
Status kepemilikan lahan : 
Tgl wawancara         : 
DAFTAR WAWANCARA 
(PEMILIK LAHAN) 
1. Apakah Bapak/Ibu memiliki lahan karet/sawit yang disewakan kepada orang 
lain? 
2. Bagaimana prosesnya sampai terjadi persetuan kerjasama sewa menyewa 
dengan penyewa? 
3. Apakah biaya pengelola  penggarapan lahan sepenuhnya  ditanggungb oleh 
penyewa? 
4. Berapa persentase pembagian  keuntungan dari lahan sewa? 
5. Bagaimana jika terjadi kerugian  dari lahan sewa? 
6. Berapa luas lahan yang disewakan? 
7. Berapa lama biasanya lahan disewakan? 













Nama           : 
Umur           : 
Pekerjaan          : 
Alamat                               : 
Status kepemilikan lahan : 
Tgl wawancara                  : 
 
DAFTAR WAWANCARA 
( PENYEWA  LAHAN) 
 
1. Apakah Bapak/Ibu bekerja menyewa lahan karet/sawit orang lain ? 
2. Bagaimana proses awalnya sehingga terjadi kerjasama sewa menyewa? 
3. Bagaimana terjadinya akad sewa menyewa lahan? 
4. Bagaimanakah kesepakatan upah atau imbalan yang Bapak/Ibu terima? 
5. Berapa persentase pembagian keuntungan dari lahan sewa? 
6. Bagaimana jika terjadi kerugian dari lahan sewa? 
7. Berapa luas lahan sewa yang disewakan? 
8. Berapa lama biasanya lahan disewakan? 
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